
PERATURAN BL]PATI ACEH BESAR

NOMOR 5?' TAHUN 201B
.iF]NTANG

HAS}L ANALISIS JABATAN I'ADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEI.J ACEH BESAR

Menimbang

Mengingat

BI SMILLA H I RRAHMANI I? RAHI M

ATAS RAHMAT ALI-A}I YANG MAHA KUASA

BUPAT"I ACEH BESAR,

a. bahwa analisi,r ,iabatan adalah proses, metode dan teknik
untuk mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi
informasi jabatan yang terdiri dari uraian jabatan dan peta
jabatan;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 14
Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 33 Tahun 2A17
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Sertrr Tata Kerya Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Aceh Besar, perlu dilakukan pen1rusunan
uraian jabatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a cian huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Aceh Besar tentang Hasil Analisis Jabatan pada
Rumah Sakit Umurn Daerah Kabupaten Aceh Besar.

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1956 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
toe2);
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa
Aceh (Lembarein Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nornor 3893);

Undang-Und:rrrg Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A03
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negd:ra Republik Indonesia
Nomor 42861;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2OOO Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoncsia Nomor a633);
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4.

S.Undang-undang *t
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Menetapkan

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun
2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undarng Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kaii diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Dircr:rh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5887);

8. Peraturan Pcmerintah Nomor 11 Tahun 2077 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik inclonesia Tahun 2077 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negarit Republik Indonesia Nomor 6037);

9. Peraturan Mr:ntcri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2Ol2
tentang Pecjorlan Analisis Jabatan di Lingkungan
Kementerian I)aiam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 20L2 Nomor aB3);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 4l Tahun 2Ol8 tentang
Nomenklatr.ir Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungar'I Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

1 1. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2OL6
Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar
Nomor 55).

12. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 33 Tahun 2017
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi Serta 'l"ata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Acr:h Besar (Berita Daerah Kabupaten Aceh
Besar Tahun 20 L7 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATi ACEH BESAR TENTANG HASIL ANALISIS
JABATAN PADA RT.]MAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEI.I
ACEH BESAR.

BAB I
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BAB I

KETBNTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Acelr Besar adalah bagian dari daerah Provinsi
Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang
diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pernerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urLlsan
pemerintahan .vang dilaksanakan oleh Pemerintah
Kabupaten ,-lan De'uvan Perwakilan Ra}ryat Kabupaten
sesuai dengan i'rrirgsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut
Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur
penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri
atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.

4. Bupati adalah kepala pemerintah daerah Kabupaten Aceh
Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang
dilakukan berciasarkan asas langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur cli-rn adil.

5. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Aceh Besar.

6. Jabatan Pelaksana yang selanjutnya disebut Jabatan
Pelaksana Pe gawai Pegarvai Negeri Sipil di Lingkungan
Instansi Pen-rr:rint.eih adalah kedudukan yang menunjukkan
tugas, tanggurngjaw'ab, wewenang dan hak seorang Pegavu,ai
Negeri Sipil d;rlam suatu satuan organisasi yang dalam
pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau
keterampilan tcrtentu secara mandiri.

7. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk
mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi informasi
jabatan guna penyusunan kebijakan program
pembinaan/ pe rrataan kelembagaan, kepegawaian,
ketatalaksana;rn dan perencanaan kebutuhan pendidikan
dan pelatihein serta umpan balik bagi organisasi dan tata
laksana.

8. Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat
oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas
dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas
negara iainnl,a dart digaji berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

9. Jabatan struktural adalah
menunjukan tugas tanggung
seorang PNS dalam rangka
organisasi negara.

suatu kedudukan yang
jawab, wewenang dan hak
memimpin suatu satuan

tO.Jabatan..... h
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10. Jabatan pelaks:ina yang menunjukkan tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka
menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau
keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II

PENE'IAI]AN HASIL ANALISIS JABATAN

Dengan Peraturan [3upati
pada Rumah Sakil Umum
terdiri dari:
a. uraian jabatan struktural; dan
b. uraian jabatan pelaksana.

Pasal 3

(1) Uraian jabatan strukturai sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf a terdiri dari jabatan direktur, kepala sub
bagian dan kepaia seksi.

(2) Uraian iabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 hururf b meliputi semua jabatan pelaksana yang
berada di bar.r'ah jabatan struktural eselon terendah.

(3) Hasil anaiisis jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
merupakan uraian jabatan yang mencakup:
a. identitas jerbi,r[an;
b. ringkasan tugas jabatan;
c. rincian tugers jabatan;
d. wewenang;
e. tanggung jarvab;
f. hasil kerja:
g. bahan kerja:
h. perangkal kerja
i. hubungarn -iabatan;j. keadaan tempat kerja;
k. upaya fisik;
l. kemungkinan resiko bahaya; dan
m. syarat jabatan.

" Pasal 4

(1) Uraian jabat;rn struktural dan jabatan pelaksana
sebagaimana riimaksud dalam Pasal 3 lebih lanjut
tercantum dalerm lampiran I yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Peta Jabatan sr:bagaimana tercantum dalam lampiran II
yang merupakan. bagiar, yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bup;rti ini.

BAB III
KEGTJNAAN HASIL ANALSIS JABATAN

Pasal 5
(1) Hasil analisrs labatan digunakan sebagai dasar dalam

penyusunar] kebijakan program pembinaanfpenataan

Pasal 2

ini ditetapkan hasil analisis jabatan
Daerah Kabupaten Aceh Besar yang
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kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan serta
perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan
aparatur.

(2) Hasil analisis jabatan digunakan sebagai dasar dalam
penJrusunan kebijakan program dan kegiatan serta
pedoman pelaksanaan tugas bagi setiap pemangku jabatan
sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

BAB IV
KtrTENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan
Bupati Aceh Besar Nomor 81 Tahun 2OIO tentang Hasil
Analisis Jabatan Strukturai dan Jabatan Fungsional Umum
Pada Rumah Sakir Umum Daerah Kabupaten Aceh Besar
(Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 8i)
dan Keputusan Birpati Aceh Besar Nomor 425 Tahun 2AL2
tentang Penetapar-r Harsil Analisis Jabatan Pada Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten Aceh Besar dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 3 September 2018 M

Diundangkan cii I(ota Jantho
pada tanggal 3. September 2018 M

22 Dzulhijjah 1439 H

BERITA
TAHUN

SEKRETARIS DAERAH

DAERAH KABUPATEN ACE}-I BESAR
2018 NOMOR 57

$,

22 Dzulhijjah 1439 H

MAWARDI ALI

r
ISKANDAR


